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1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dari tahun ketahun. Semakin majunya
perkembangan di indonesia membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas
sampai menengah kebawah semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada (Agustin, 2019).
Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting
dimiliki karena dapat menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor
tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok
mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kendaraan bermotor semakin banyak dimiliki oleh masyarakat, artinya jumlah orang yang wajib
membayar pajak juga ikut meningkat. Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum melakukan
pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor, seperti fenomena yang terjadi pada Samsat Kota
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Yogyakarta, dimana masih ada beberapa masyarakat yang menunggak dalam melakukan pembayaran
wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan
pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan
jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak.
Namun masih ada upaya dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak
dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi.

Memiliki kendaraan tak hanya perlu membayar biaya beli dan servis saja tetapi pemilik kendaraan
wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Jika telat bayar, maka akan dikenakan denda. Sanksi pajak
menjadi faktor sangat penting dalam mendidik wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan,
selain itu sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan. Untuk mengetahui besaran denda jika telat bayar denda tentu harus tahu cara
menghitungan denda keterlambatan. Semakin lama bayar denda, maka tagihan denda keterlambatan
akan semakin tinggi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran wajib pajak. Maka, kepatuhan untuk
melakukan pembayaran dapat terjadi secara sukarela bukan keterpaksaan (Efriyenty, 2019).

Kepatuhan adalah suatu sikap disiplin yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap
undang-undang perpajakan mempunyai arti umum yaitu melaporkan dasar pengenaan pajak dengan
benar, menghitung kewajiban dengan benar, tepat waktu dalam pengembalian dan segera membayar
jumlah yang dihitung. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2021) tentang pengaruh
kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota
kendari (studi pada samsat kota kediri) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sejalan dengan penelitian mengenai pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral,
pengetahuan pajak, dan perpepsi sanksi perpajakan pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan
bermotor di kabupaten ponorogo yang dilakukan oleh Cahyanti et al., (2019) juga menyatakan bahwa
Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Landasan Teori

2.1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut
berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal
(Robbins, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada
di bawah kendali pribadi seseorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan
perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah
dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor
internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membar pajak antara lain: kesadaran
masyarakat dan pengetahuan pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan fasilitas perpajakan.

2.2.Kesadaran Masyarakat

Menurut Raharjo & Biettant, (2019) Kesadaran adalah elemen di diri manusia guna mengetahui
kenyataan serta bagaimana mereka berperilaku pada kenyataan. Artinya bahwa tidak adanya tekanan
dari orang lain tentang pajak.

2.3.Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan kata yang dihindari oleh hampir semua orang. Sanksi memiliki perananan
krusial untuk mendisiplinkan para penyelewengan pajak supaya tidak meremahkan regulasi
perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). UU No.28 tahun 2009 yang mengatur sanksi PKB
mengenai pajak serta retribusi daerah. Kebijakan ini menjabarkan wajib pajak yang tidak melunasi
kewajiban PKB. Sanksi perpajakan diterapkan untuk wajib pajak, supaya wajib pajak mengerti
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tentang tujuan dari sanksi. Pengenaan sanksi yang layak bermaksud memberikan pelajaran bagi
pelanggar kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

2.4. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan tingkat kepuasan tamu atau pelanggan dalam batas memenuhi
pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan yang harus dilakukan terus-menerus. Sedangkan
tingkat kepuasan tamu itu sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata
diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas
pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang
diharapkan oleh konsumen (Agustin & Putra, 2019).

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan
ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat didefnisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak
sesusai atau gagal untuk memenuhi peraturan perpajakaan (llhamsyah et al., 2016). Kepatuhan dalam
hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan
kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Wulandara & Adnan,
2019).

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai
instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digambarkan dengan
situasi atau keadaan nilai pada satu atau lebih variabel bebas. Data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu data sekunder (realisasi pembayaran pajak PKB) dan data primer (kuesioner).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh individu yang menjadi wajib pajak, dengan jumlah 351.362
wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kota Yogyakarta dan sampel 100 responden. Teknik penentuan
sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis
linier berganda, dan uji hipotesis. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan software SPSS26.

3.4.Kerangka Penelitian

Kesadaran
Masyarakat H1
(X1)

Sanksi H2 Kepatuhan Wajib
Pajak ()

v

Perpajakan
(X2)

Kualitas H3
Pelayanan (X3)

Hipotesis :

H1 : Tidak ada pengaruh antara kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak
H2 : Tidak ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 :Ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
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4. Hasil dan Pembahasan

4.1.Uji Kualitas Data
Berikut hasil dari uji kualitas data yang meliputi :
Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur
oleh kuesioner tersebut. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode pearson correlation,

yang menyatakan data itu valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan
total skor setiap konstruknya signifikan dibawah 0,05 (Ghozali & Imam, 2018).

Table 1. Uji Validitas

Variabel Item Pearson Correlation Sig Keterangan
SP1 1 0.000 Valid
SP2 0,715 0,000 Valid
SP3 0,217 0,030 Valid
Sanksi Perpajakan SP4 0,151 0.135 Valid
SP5 0,340 0,001 Valid
SP6 0,208 0,038 Valid
KP1 1 0.000 Valid
Kualitas Pelayanan KP2 0,777 0,000 Valid
KP3 0,236 0,018 Valid
KP4 0,145 0,151 Valid
KWP1 1 0.000 Valid
KWP2 0,785 0,000 Valid
Kepatuhan Wajib Pajak KWP3 0,426 0,000 Valid
KWP4 0,275 0,006 Valid
KWP5 0,236 0,018 Valid

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa hasil uji validitas dari variabel kesadaran masyarakat,
sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikasi kurang
dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid dan dapat diartikan
bahwa pernyataan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner
tersebut.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian dan
konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Sehingga suatu penelitian yang baik selain harus
valid juga harus reliabel supaya memiliki nilai ketepatan saat diuji dalam periode yang berbeda.
Pengujian reliabilitas menggunakan metode koefisien reliabilitas 4lpha Cornbach’s (Sugiyono,
2019). Jika nilai cronbach’s alpha o.> 0,60 maka pertanyaan/pernyataan yang di cantumkan di dalam
kuesioner dinyatakan terpercaya atau reliabel. Jika nilai cronbach’s alpha < 0,60 maka
pertanyaan/pernyataan yang di cantumkan di dalam kuesioner dinyatakan tidak terpercaya atau tidak
reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas:
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Table 2. Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Kesadaran Masyarakat 0,715 Reliabel
Sanksi Perpajakan 0,679 Reliabel
Kualitas Pelayanan 0,691 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak 0,789 Reliabel

Dari data diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, kualitas
pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0.60. Maka dapat
disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan relibel dan dapat diartikan bahwa butir-butir
pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.2. Uji Asumsi Klasik
Berikut hasil dari uji asumsi klasik yang meliputi :
Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas menguji korelasi antara satu atau semua variabel bebas dalam satu regresi.
Uji ini digunakan untuk mengestimasi Variance Inflation Factor (VIF) untuk tingkat toleransi, karena
interpretasi yang ditutup tidak dapat digunakan. Nilai serendah mungkin dari nilai VIF minimum
ditentukan (VIF = 1/ tolerence). Permodelan multikolinier berdasarkan rentang VIF > 10 dan rentang
tolerence < 10 (Ghozali & Imam, 2016).

Table 3. Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics
b4/200E] Tolerence VIF
Kesadaran Masyarakat (X1) 0,921 1,086
Sanksi Perpajakan (X2) 0,897 1,115
Kualitas Pelayanan (X3) 0,961 1,041

Hasil dari uji multikolieritas menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu variabel kesadaran
masyarakat (X1) memliki nilai tolerance sebesar 0,921 > 0,10 dan VIF sebesar 1,086 < 10, variabel
sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,897 > 0,10 dan VIF sebesar 1,115 < 10,
variabel kualitas pelayanan (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,961 > 0,10 dan VIF sebesar 1,041
< 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan
VIF < 0.10 sehingga dapat diartikan tidak terjadi multikoliniearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka hal ini disebut homoskedastisitas,
sedangkan jika variance berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang
bersifat homoskedastisitas (Ghozali, 2013).

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Jika ada
pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, kemudian
menyempit) maka telah mengindikasikan telah terjadi heteteskedastisitas. Jika tidak ada pola yang
jelas serta titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi
heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:
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Dependent Variable: TOTALY
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Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik yang terdapat
dalam gambar scatterplot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan
variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali & Imam, 2018).

Kolmogorov smirnov normal. Kriteria keputusan data berdistribusi normal apabila nilai Sig > 0,05.
Dan data tidak berdistribusi normal apabila nilai Sig < 0,05.

Table 4. Uji Normalitas

Unstandardized Residual
N 100
Normal Parameters®® Mean 0,0000000
Std. Deviation 2,39059339
Most Extreme Differences Absolute 0,067
Positive 0,067
Negative -0,040
Test Statistic 0,067
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance

Berdasarkan hasil uji kormogrov smirnov menunjukkan bahwa nilai Sig 0,200 > 0,05 sehingga
dapat dinyatakan bahwa data berditribusi normal atau mendekati normal.

4.3. Analisis Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah sebuah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel
independen. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel-variabel
independen tersebut terhadap variabel dependen (Ghozali & Imam, 2018).
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Table 5. Uji Analisis Linier Berganda

Model Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 7,927 3,491 2,270 0,025
Kesadaran Masyarakat 0,117 0,137 0,082 0,859 0,392
Sanksi Perpajakan -0,017 0,067 -0,025 -0,256 0,798
Kualitas Pelayanan 0,584 0,125 0,435 4,665 0,000

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5 di atas dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

Y=17,927 + 0,117 X1-0,017 X2 + 0,584 X3+e

Hasil uji regresi linear berganda dijelaskan sebagai berikut:

a.

Nilai konstanta yaitu sebesar 7,927 dan bernilai positif sehingga dapat diartikan apabila
variabel kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan tidak mengalami
perubahan maka nilai variabel kepatuhan wajib kendaraan bermotor juga akan tetap konstan
sebesar 7,297.

Nilai koefisien variabel kesadaran masyarakat (X1) bernilai posittif 0,117. Hal ini
menunjukkan bahwa apabila ada kenaikan tingkat kesadaran masyarakat maka akan
berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,117.

Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X2) bernilai -0,017. Hal ini menunjukkan bahwa
apabila ada kenaikan tingkat sanksi perpajakan maka akan berpengaruh pada peningkatan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar -0,017.

Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan (X3) bernilai positif 0,584. Hal ini menunjukkan
bahwa apabila ada kenaikan tingkat kualitas pelayanan maka akan berpengaruh pada
peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,584.

4.4. Uji Hipotesis
Berikut hasil dari uji hipotesis yang meliputi :

Uji t

Menurut Ghozali (2021), tujuan dari uji t adalah untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai
signifikansi <0,05 hal ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel bebas
terhadap variabel terikat dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara

individual.
Table 6. Uji t
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
Gl B Std. Error Beta
(Constant) 7,927 3,491 2,270 0,025
Kesadaran Masyarakat 0,117 0,137 0,082 0,859 0,392
Sanksi Perpajakan -0,017 0,067 -0,025 -0,256 0,798
Kualitas Pelayanan 0,584 0,125 0,435 4,665 0,000

Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut :

a.

Nilai t hitung variabel kesadaran masyarakat sebesar 0,859 lebih kecil dari nilai t tabel 1,661.
Sedangkan nilai Sig menunjukkan nilai sebesar 0,392 > 0.05 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel
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keasadaran masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor sehingga H1 ditolak. Dapat diartikan bahwasanya sadar atau tidaknya masyarakat dengan
adanya kepatuhan wajib pajak tidak membuat mereka terdorong untuk melakukan kewajibannya
membayar pajak. Kesadaran masyarakat tidak cukup kuat mendorong mereka untuk patuh terhadap
kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak bukan disebabkan oleh kesadaran masyarakat namun dapat
disebabkan oleh variabel lain diluar penelitian.

b. Nilai t hitung variabel sanksi perpajakan sebesar -0,025 lebih kecil dari nilai t tabel 1,661. Sedangkan
nilai Sig menunjukkan nilai sebesar 0,798 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi
perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
sehingga H2 ditolak. Dapat diartikan bahwasanya sanksi perpajakan tidak membuat masyarakat jera
untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat. Meskipun sudah diberi penjelasan tentang sanksi
yang akan diberikan apabila mereka menunda atau tidak membayar pajak sekalipun, tidak dapat
mendorong masyarakat patuh untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak disebabkan oleh
sanksi pajak namun dapat disebabkan oleh faktor lain diluar penelitian.

c. Nilai t hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 4,665 lebih besar dari nilai t tabel 1,661. Sedangkan
nilai Sig menunjukkan nilai sebesar 0,000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa vaiabel kualitas
pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga
H3 diterima. Dapat diartikan bahwasanya hal yang dapat mendorong masyarakat patuh terhadap
kewajiban pajak yaitu salah satunya kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang puas dengan
adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka tanpa sadar mereka akan patuh terhadap
peraturan. Sebaliknya, masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan maka mereka
akan bermalas-malasan untuk membayar pajak. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepatuhan wajib pajak yaitu 46,65% sehingga sisanya sebesar 53,35% dipengaruhi oleh variabel diluar
penelitian.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi sendiri berada direntang nol sampai satu. Koefisien ini dipakai guna mengukur
tingkat kekuatan model variabel bebas dalam menjabarkan variasi dependent variable. Hasil dari R2
menerangkan seberapa kuat variasi dari variabel penjelas dapat menjelaskan proporsi variabel total dari satu
variabel dependen. Apabila hasil dari R2 rendah maka presentase pengaruh yang diberikan juga rendah begitu
juga sebaliknya (Ghozali, 2016).

Kriteria nilai koefisien determinasi dikatakan baik apabila nilai R2 diatas angka 0,5, sebaliknya jika nilai
koefisien determinasi dibawah 0,5 maka nilai koefisien determinasi tidak baik (Lestari, 2021) Sehingga jika
mengacu dari hasil perhitungannya, maka sebuah model regresi linier ganda dibilang layak dipakai jika nilai
dari R2 lebih dari 0,5.

Table 7. Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.4462 0.199 0.174 2.42766

Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan

Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa nilai Adjusted R2 Square sebesar 0,174 < 0,5. Artinya
nilai R2 tidak baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X3), kesadaran
masyarakat (X1) dan sanksi perpajakan (X2) dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak () sebesar
1,74% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil pembahasan di atas Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi
Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Kota Yogyakarta dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Masyarakat
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(X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (), maka ditarik
kesimpulan antara lain sebagai berikut:

a. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor. Masyarakat kota Yogyakarta yang sadar dan tidak sadar tentang pentingnya membayar
pajak tidak membuat mereka terdorong untuk memenuhi kewajiban pajak. Sehingga dapat menjadi
evaluasi bagi petugas Samsat kota Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat selain
dengan mendorong kesadaran diri masyarakat.

b. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Sanksi yang telah diberikan kepada masyarakat kota Yogyakarta tidak dapat meyakinkan mereka
untuk memenuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, Samsat kota Yogyakarta dapat menegaskan
kembali sanksi pajak yang diberikan kepada masyarakat kota Yogyakarta sehingga dapat
memberikan efek jera.

¢. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Samsat kota Yogyakarta dianggap memuaskan sehingga
masyarakat patuh terhadap ketentuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
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